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1

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (5) Peraluran
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemiihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, maka perlu menctapkan format sege!, labelUstiker dan kartu
pengenal petugas TPS pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

bahwa uniuk maksud tersebut pada huruf a, pedu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemikhan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2007.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tenitang Pemilhan Umum
Anggola Dewan Perwakilan Rakyal, Dewan Perwzkilan Daerah, dan
Oewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2006 tenlang Penetapan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 lentang Penibahan
Kedua Alas Undang-Undang Nomor 12 Tzhun 2003 tenlang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakian Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 4631);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambzhan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 4437)
sebaqaimana telah diubah dengan Undana-Undana Nomor 8 Tahun 2005
ienlang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomer 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

-
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mperhatikan

netapkan

3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemitihan Umum (Lembaran Negara Repubdlik Indonesia Tahun 2007
Nomer §9, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4721),

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkalan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indcnesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang  Pemilihan,
Pengeszhan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepata Daerzh (Lembaran Negara Repubdlik Indonesia Tahun 2005
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
4484) dan Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah, (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Pola Organisas: dan Tata Kerja Komisi Pemiihan Umum,

Keputlusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Sclalan Nomor
001/P.KWK-SS/NVIU2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Waklu
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Provinst Sutawesi Selatan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

FORMAT SEGEL, LABEUSTIKER DAN KARTU PENGENAL PETUGAS
TPS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lam keputusan ini yang dimaksud dengan:

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebul Pemilu gubermur dan waki gubemnur adalah sarana untuk memulth
gubernur dan waki gubemur secara langsung;

Komisi Pemitihan Umum Provinsi, selanjulnya disebut KPU provinsi adalah penyelenggara
Pemily gubernur dan wakid gubemur dan Komisi Pemilihan Umum Kabqpa_lenm-ota:
sclanjutnya disebut KPU kabupatenfkolta, merupakan bagian dan KPU prou?nsu sebagai
penyelenggara Pemilu gubemur dan wakil gubernur d: witayah kabupaten/kota,
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3. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPK dan
PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan
Pemily gubemnur dan wakil gubemur di tingkal kecamatan dan desa/kelurahan atau nama

lainnya;
4. Kelompok Pemungutan Suara, selanjutnya discbut KPPS adalah kelompok yang dibentuk
oleh PPS unluk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; dan

5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjulnya disebut TPS adalah lempat dilaksanakannya
pemungutan suara.

Pasal 2

Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghilungan suara dalam Pemilu gubermur dan wakil gubemur, perlu dibual segel, labelstiker
dan kartu pengenal bagi KPPS, pelugas keamanan dan saksi pasangan calon.

BAB I
JUMLAH, FORMAT, UKURAN, DAN WARNA SEGEL, LABEUSTIKER, DAN
KARTU PENGENAL

Pasal 3

Jumlah segel, labeVstiker dan kartu pengenal yang disediakan sebanyak kebutuhan untuk
kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS.

Pasal 4

(1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdentuk lembaran empal persegi panjang
yang terdi 1 (satu) halaman tampak depan;

(2) Sege! sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dibuat dengan kelentuan:

bahan dasar - kerlas HVS 70 Gram
bentuk : persegi panjang (berperekat)
ukuran :5cmx 6em

warna dasar : putih (lampak pinggir)

wama lulisan : hitam

di tengah-tengah ada “logo KPU® untuk Pemilu gubernur dan wakil gubernur, dengan

ukuran disesuaikan.

g. di bawah logo KPU ada namz KPU Provinsi Sulawesi Selatan unluk Pemilu gubernur
dan wakil gubemur.

h. di bawah nama KPU Previnsi Sulawesi Selalan ada frasa * Pemilu Gubemur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan 2007".

i. latar beiakang logo Pemilu gubemur dan wakil gubernur Sulawesi Selalan.

~eapoe

Pasal 5§

(1) LabeVsliker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbenluk lembaran empal perseg:
panjang dan terdin 1 (satu) halaman tampax depan.

(2) Label/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan:
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W !—L_l) beatiied

bahan dasar : kertas HVS 70 Gram

benluk . persegi panjang (berperekat)

ukuran 16 emx 21 em

wama dasar :putih

wama tulisan : hitam

sebelah ki “logo KPU™ untuk Pemilu gubemur dan wakil gubernur dengan ukuran
disesuaikan.

sebelah kanan “logo Provinsi Sulawesi Selatan’

. di tengah-tengah ada frasa "PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI

SULAWESI SELATAN TAHUN 2007 untuk Pemilu gubemur dan wakil gubernur.

Pasal 6

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empal perseg
panjang yang terdini dan 1 (satu) halaman tampak depan.

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dibuat dengan ketentuan :

~eaonowe

xT T

bahan dasar : kertas A kartoit 100 gram

bentuk . persegi panjang

ukuran Titemx 17¢cm

warna dasar : puth

warna tulisan © hitam

menggunakan sarung plastik dengan 1ali /D Card, bertulisken frasa "PEMILU
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR®

pada sisi alas ada logo Komisi Pemilihan Umum.

di bawah lcgo ada pas foto petugas yang bersangkutan ukuran 4 X6 cm

di tengah-tengah dicantumkan nama yang bersangkulan

¢i bawah nama ada frasa "JABATAN" ( KPPS, KEAMANAN TPS dan SAKSI)
pada sisi belakang ada cap PPK yang bersangkutan.

Pasal 7

Contoh segel, label/stiker dan kartu pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
terflampir dan merupakan bagian yang lidak terpisahkan dan keputusan ini.
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BAB Il
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI SEGEL, LABEUSTIKER, DAN KARTU PENGENAL

Pasal 8

Pengadaan dan pendistribusian segel, labeVsliker dan kartu pengenal sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 dilaksanakan secara cepal, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek
kualitas, kecamanan, dan hemat anggaran.

Pasal 9

Pengadaan segel, labelistiker dan kartu pengenal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
sedbaqai benkul :

a. Segel dan labeVstiker cleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kola.

b. Tanda pengenal oleh KPU kabupaten/kota.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Kepulusan ini mulai beriaku pada tangqgal ditelapkan

Ditctapkandi : Makassar
Pada tanggal : 9 Agustus 2007

KETUA,

g
MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PLT. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas
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